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  Seluruh Indonesia
Dengan hormat dipermaklumkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat perencanaan pembangunan khususnya BAPPEDA Tingkat Ii, Overseas Training Office (OTO) BAPPENAS dan badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri bersama 4 (empat) Universitas yaitu Universitas Syiahkuala (UNSYIAH), Universitas Indonesia (LPEM-UI), Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Hasanuddin (UNHAS) menyelenggarakan Diklat Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) Tingkat Dasar.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan sejalan dengan surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua BAPPENAS No. 4462/K/11/1990 tanggal 10 Nopember 1990 tentang Program Diklat Pejabat/Staf BAPPEDA Tingkat II, maka untuk kelancaran program Diklat tersebut diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Diklat dalam bidang Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan (TMPP) tingkat dasar tersebut diselenggarakan oleh Keempat Universitas tersebut di atas mulai pertengahan Januari 1991 yang akan datang dan akan berlangsung selama 2 ½ (dua setengah) bulan setiap Angkatan.

2. Kurikulum Program Diklat untuk TMPP tingkat Dasar dimaksud pada pokoknya terdiri dari :

a. Analisa Daerah (Ekonomi, Sosial, Sumber Pembiayaan, kelembagaan);

b. Perencanaan Pembangunan Daerah (Kebijaksanaan, program dan Proyek);

c. Manajemen Pembangunan Daerah (Sistem Informasi, Pengendalian Pelaksanaan, Prosedur Pembiayaan dan Kepemimpinan).

3. Adapun keempat Universitas tersebut dan peserta pendidikan pelatihan pejabat/staf BAPPEDA Tingkat II yang termasuk untuk masing-masing Universitas adalah:

a. Universitas Syiahkuala di Banda Aceh meliputi peserta dari BAPPEDA Tingkat II dari masing-masing Propinsi:

1) Propinsi Daerah Istimewa Aceh

2) Propinsi Sumatera Utara

3) Propinsi Sumatera Barat

4) Propinsi Riau

5) Propinsi Jambi

6) Propinsi Bengkulu

7) Propinsi Sumatera Selatan

b. Universitas Indonesia Jakarta meliputi peserta dari BAPPEDA Tingkat II dari masing-masing Propinsi:

1) Propinsi Lampung

2) Propinsi DKI Jakarta

3) Propinsi Jawa Barat

4) Propinsi Kalimantan Barat

5) Propinsi Kalimantan Tengah

6) Propinsi Kalimantan Selatan

7) Propinsi Kalimantan Timur

8) Propinsi Bali.

c. Universitas Gajah Mada di Yogyakarta meliputi peserta dari BAPPEDA Tingkat II dari masing-masing Propinsi:

1) Propinsi Jawa Tengah

2) Propinsi Jawa Timur

3) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang meliputi peserta dari BAPPEDA Tingkat II dari masing-masing Propinsi:

1) Propinsi Sulawesi Utara

2) Propinsi Sulawesi Tengah

3) Propinsi Sulawesi Selatan

4) Propinsi Sulawesi Tenggara

5) Propinsi Nusa Tenggara Barat

6) Propinsi Nusa Tenggara Timur

7) Propinsi Timor Timur

8) Propinsi Maluku

9) Propinsi Irian Jaya.

4. Ketentuan tentang persyaratan calon peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan calon peserta adalah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai perencana professional dan kemungkinan dapat dikembangkan selanjutnya untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi baik didalam maupun di luar negeri, memenuhi ketentuan persyaratan:

1) Telah menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BAPPEDA Tingkat II;
2) Pejabat Struktural pada BAPPEDA Tingkat II (diutamakan Kepala Bidang Sekretaris) dan Pejabat Struktural lainnya/staf di BAPPEDA Tingkat II;

3) Berpendidikan S1 atau D-III dari berbagai bidang ilmu pengetahuan;

4) Umur maksimal 40 tahun;

5) Belum pernah mengikuti program pendidikan pelatihan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang diselenggarakan oleh LPEM-UI.

b. Sesuai dengan persyaratan tersebut pada butir (a) di atas, Kepala Daerah Tingkat II mengusulkan sedikitnya 5 (lima) orang  calon yang diprioritaskan Daftar calon tersebut (sesuai dengan contoh lampiran – I) dikirimkan ke Universitas yang bersangkutan, Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri, OTO-BAPPENAS, Biro Kepegawaian Propinsi, dan DIKLAT Propinsi selambatnya tanggal 15 Desember 1990. atas dasar kriteria yang telah disepakati, Universitas menentukan 3 orang peserta dan Kepala Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri akan melakukan pemanggilannya.
c. Selanjutnya untuk mengetahui keadaan/kemampuan aparatur di masing-masing BAPPEDA Tingkat II, diharap agar Saudara Kepala Daerah Tingkat II dapat menyusun Profil Kepegawaian dalam bentuk daftar seluruh pegawai BAPPEDA Tingkat II (Contoh lampiran – 2) dan disampaikan tersendiri atau bersamaan dengan butir (b) di atas kepada :
1) Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri (3 rangkap)

2) OTO-BAPPENAS (satu rangkap)

3) Biro Kepegawaian Propinsi/DIKLAT Propinsi (Dua Rangkap).

5. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelathan yang meliputi antara lain : biaya pendidikan pengajaran dan akomodasi dibebankan kepada OTO-BAPPENAS.
6. Untuk pelaksanaan selanjutnya akan diinformasikan oleh kelompok kerja yang terdiri dari : Badan DIKLAT Departemen Dalam negeri, OTO-BAPPENAS, Universitas Hasanuddin dan Universitas Syiahkuala melaui Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri.
7. Selanjutnya perlu diberitahukan bahwa program TMPP Tingkat Dasar ini akan saling berkaitan dengan program latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD) yang sudah dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Oktober 1989 Nomor 893.3/293/SJ perihal Pedoman Umum Penyusunan Program Pendidikan Latihan Aparatur. Diharapkan Saudara Kepala Daerah tetap memprogramkan dan menyelenggarakan LPTPD ini terutama bagi DATI II yang belum menyelenggarakannya. Demikian juga kegiatan pelatihan ini akan saling terkait dengan program Diklat Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang diselenggarakan oleh LPEM-UI.
Demikian perihal tersebut diatas dan diminta agar Saudara Gubernur KDH Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II untuk memberikan perhatian agar pelaksanaan Diklat pejabat/staf BAPPEDA  Tingkat II dimaksud berjalan dengan lancer.

Terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI

TEMBUSAN : Yth.

1. Menteri Negara Perencaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS;
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara;

3. Deputi Bidang Administrasi/Direktur OTO BAPPENAS;

4. Deputi Bidang Regional dan Daerah BAPPENAS;

5. Departemen Dalam Negeri:

a. Sekretaris Jenderal;

b. Inspektur Jenderal;

c. Direktur Jenderal SOSPOL;

d. Direktur Jenderal PUOD;

e. Direktur Jenderal BANGDA;

f. Direktur Jenderal BANGDES;

g. Kepala Badan LITBANG;

h. Kepala Badan DIKLAT;

6. Rektor Universitas Syiahkuala;

7. Rektor Universitas Indonesia;

8. Rektor Universitas Gajah Mada;

9. Rektor Universitas Hasanuddin;

10. Para kepala DIKLAT WIL dan DIKLATPROP;

11. para Ketua BAPPEDA Tk I dan TK II;

12. Pertinggal.

